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Menimbang

BUPATI ASMAT

KEPUTUSAN BUPATI ASMAT
NOMOR 695 TAHUN 2018

TENTANG

PENDIRIAN SEKOLAH DASAR NEGERI MBAIT
DI KABUPATEN ASMAT TAHUN 2018

BUPATI ASMAT,

: a. Bahwa Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2001 tentang
(Monomi Khusus bagi Provinsi Papua membenkan
kewenangan kepada daerah Kabupaten/Rota untuk
menyelenggarakan pendidikan pada semua jalur, jenjang dan
jenis di Kabupaten/Kota di seluruh wilayeh admimistrani
Provinsi Papua;

b. Bahwa penyelenggaraan pendidikan di Kabupaten/Kota di
seluruh wilayah administratif Provinsi Papua scbagai sub-sub
sistem  pendidikan nasional dilaksanakan  deongen
menonjolkan kekhususan sebagaimena diamanaikan oleh
Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2001 tentang Otonomi
Khusus bagi Provinsi Papua;

c. Bahwa Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang sistem
Pendidikan MNasional mencgaskan bahwa pemerintah dan
pemerintah  daerah berhak mengarshkan, membimbing,
membantu dan mengawasi  penyclenggaraan  pendidikan
sesuai dengan perundang-undangan:

d. Bahwa pembinaan, pengembangan dan penyelenggaraan

pendidikan yang bermutu adalah merupakan tanggung jawab
keluarga, pemerintah dan masyarakat untuk

sumber daya manusia vang berkualitas;

e. Bahwa untuk pelayanan pendidikan dan hasilnya belum
efektif dan belum menunjukan angka wyang signifikan,
mengakibatkan kabupaten Asmat tertinggal dan kurang
bersaing dengan dacrah lainnya secara regional Papua
maupun dengan daerah lainnya di Indonesia;

f. Bahwa untuk menciptakan keunggulan komperatii sumber
daya manusia di Kabupaten Asmat dan mengejar
ketertinggalan pembangunan dalam berbagai aspek, sangat
diperlukan sumber daya manusia vang berdaya saing dengan
melalui pendidikan yang bermutu sehingga periu
melaksanakan yang bernilai unggul Asmart;

g- Bahwa wuntuk menunjang pelaksanaan proses belajar
mengajar pada Sekolah Dasar di Kabupaten Asmat periu
adanya pendirian sckolah;

h.bahwa ......../2
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Rahwa untuk maksud tersebut huruf o, hurul b, huruf e,
huraf d, huruf e, huruf [, dan bhurul g ditetapkan dengan
Sural Keputusan Bupati.

Undang Undang Nomor 12 Tehun 1969 tentang
Pembentukan Provinsl Otonom Irinn Barat don Kabupaten-
knlnpaten Otonom di Provinai Irian Barat (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 1969 Nomor 47, Tambahan
Lembaran Negara Nomor 2007);
Undang - Nomor 21 Tahun 2001 tentang Otonomi
Khusus bagi Provinsi Pnpua (Lembaran Negara Tahun 2001
Nomor 135, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4151),
telah diubah dengan Undang- Undang Nomor
A5 Tahun 2008 tentang Penetapan H:mmm
Pengganti Undang-Undang Nomor 21 Tahun tentang
Otonomi Khusus Bagi Provinsi Papua Menjadi Undang-
Undang| Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008
Nomar 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 4B84);

Undang - Undang Nomor 26 Tahun 2002 tentang
Pembentukan Kabupaten Sarmi, Kabupaten Keerom,
Kabupaten Sorong Selatan, Kabupaten Raja Ampat,
Kabupaten Pengunungan Bintang, Kabupaten Yahukimo,
Kabupaten Tolikara, Kabupaten Waropen, Kabupaten
Kaimana, Kabupaten Boven Digoel, Kabupaten Mapm,
Kabupaten Asmat, Kabupaten Teluk Bintuni, dan Kabupaten
Wondama di Propinsi Papua Menjadi Undang Undang
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor
129, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
4245),

Undang - Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan
Negara | Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003
Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 4287);

Undang - Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistim
Pendidikan Nasional | Lembaran Negara Republik Indonesia
Tuhun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indoneisa Nomor 4301);

Undang - Undang Nemor | Tahun 2004 tentang
Perbendaharsan  Negara  (Lembaran  Negara Republik
Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran
Negura Republik Indonesia Nomor 4286);
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7. Undang Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang
Pemeriksann Pengeloloan dan Tanggung Jawab Keuangan
Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004
Nomor 66, Tambahnn Lembaran Negora Republik Indonesia
Nomaor 4400);

8. Undang - Undang Nomor 33 Tahun 2004  tentang
Perimbangan  Keuagan  Antara  Pemeriniah  Pusat  dan
Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesin Nomor 44.38);

9, Undang - Undang Nomor 9 Tahun 2009 tentang Badan
Hukum Pendidikan { Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2004 Nomor 10, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonsin Nomor 4965 );

10. Undang - Undang Nomor 63 Tahun 2009 tentang Sistem
Penjamin Mutu Pendidikan ;

11. Undang - Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang
Pembentukan Peraturan Perundang - Undangan Daerah
(Lembaran Negara Republik Indonsia Tahun 2011 Nomor

82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
5234);

12. Undang - Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang
Pemerintahan Daerah | Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 5587 |, sebagaimana telah diubah
beberapa kali terakhir dengan Undang - Undang Nomor 9
Tahun 2015 tentang perubahan kedua atas Undang-
Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan
Daerah ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015

Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 5679) ;

13. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 1990 tentang
Pendidikan Dasar ( Lembaran Negara Tahun 1990 Nomor 36,
Tambahan Lembaran Negara Nomor 34132) ;

14. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang
Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Tahun
2005 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4406}

15. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 39 Tahun
2005 tentang Pengelolaan Uang NegarafDaerah :

16. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang

Pengeloluan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indinesin Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran
Negura Republik Indonesia Nomor 4578);

7. Peraturan Pemerintah......../ 4
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Menetapkan
KESATU

KEDUA

7.

18,

19.

20.

21.

22.

il

Pernturan Pemeriniah Nomor 38 Tahun 2007 tentang
Pembaginn Urusan Pemerintahan antara  pemerintah,
Pemeritah daerah, provinsl dan pemerintah  daerah
kabupaten/kotan  (Lemboran  Negarn  Republik  Indonesia
Tahun 2007 Nomor 82 Tambaohan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 4737);

Pernturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2008 tentang Wajib
Belajar | Lembaran Negara Republik Indonesia Tanhun 2008
Nomor 90, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 4863);

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015
tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah | Berita Negra
Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036),

Peraturan Daerah Kabupaten Asmat Nomor 13 Tahun 2016
tentang Rencana Pembangunan Daerah Jangka Menengah
Daerah Kabupaten Asmat Tahun 2016 - 2021 (Lembaran
Daerah Kabupaten Asmat Tahun 2016 Nomor 13)

Peraturan Daerah Kabupaten Asmat Nomor 7 Tahun 2017
tentang Angparan Pendapatan dan Belanja Daerah
Kabupaten Asmat Tahun Anggaran 2018 (Lembaran Dacrah
Kabupaten Asmat Tahun 2017 Nomor 7) ;

Peraturan Bupati Asmat Nomor 69 Tahun 2017 tentang
Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah
Kabupaten Asmat Tahun Anggaran 2018 | Berita Daerah
Kabupaten Asmat Tahun 2017 Nomor 69).

MEMUTUSKAN

: Mendirikan Sckolah Dasar (SD} Negeri Mbait  dengan

penanggung jawab pengelolaan pada Dinas Pendidikan
Kabupaten Asmat.

: Penanggungiawab pengelolaan Sekolah Dasar (SD) Negeri

Mbait dalam DIKTUM KESATU mempunyai tugas sebagni

berikut :

1. Menyusun perencanaan, pembangunan sarana dan
prasarana, tenaga pendidik dan kependidikan, perangkat
keras dan lunak serta serlifikasi lahan area Sekolah
Dasar (SD) Negeri Mbait dan kegiatan-kegiatan lainnya;

2 Mcelaksanakan ........ /5
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KETIGA

KEEMPAT

2, Melaksanakan tugas pembinaan, pendidikan  dan
pengajaran  formal melalui  program  dan kegiatan
pendidikan dasar sesuai standar pendidikan nasional;

3. Berkoordinasi dengan instansi dan lembaga  terkait
lninnya baik di tingkat Kabupaten, Provinsi maupun
Pusat dalam menyelenggarakan kegiatan pembinaan,
pendidikan dan pengajaran pada Sckolah Dasar (SD)
Negeri Mbait :

4 Membuka secara resmi kegiatan pendidikan dan
pengajaran pada Sekolah Dasar (SD) Negeri Mbait
dimulai pada tahun ajaran 2006;

5. Melaporkan hasil pelaksanaan kegiatan kepada Bupati
Asmat.

- Hal-hal yang belum diatur Pada Keputusan Bupati ini akan

diatur lebih lanjut dengan Keputusan Bupati tersendiri .

- Jegala  biaya vang dikeluarkan dengan  ditetapkannya

keputusan  ini  dibayarkan  berdasarkan Dokumen
Pelaksanaan Anggaran Dinas Pendidikan Kabupaten Asmat
Tahun Anggaran 2018

: Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Agats

Pada tanggal : 19 September 2018

BUPATI ABMAT,
TTD
ELISA KAMBU
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PEMERINTAH KABUPATEN ASMAT

DINAS PENDIDIKAN

Jissiy Pondlu 04 bo VB Disivl Agwts 997 77
Lai ] I1|IM-|.|.H||||:|h|'l ey G I Wialda A dkinrkea musalk oh Yy

Menimbang

KEPUTUSBAN KEPALA DINAS PENDIDIKAN
KABUPATEN ASMAT
NOMOR 059 TAHUN 20021

TENTANG

LJIN OPERASIONAL SEKOLAH DABAR NEGERI MBAIT
DISTRIK AGATS DI KABUPATEN ASMAT TAHUN 2021

KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN ASMAT,

i n. Bahwa Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2001 tentang
Monomi Khusus  bagi  Provinsi  Papua memberikan
kewenangan  kepada  daerah  Kabupaten/Kota  untuk
menyelenggarnkan pendidikan pada semua jalur, jenjang dan

jenis di Kabupaten/Kota di seluruh wilayah administratif
Provinsi Papun |

b. Bahwa penyelenggaraan pendidikan di Kabupaten/Kota di
seluruh wilayah administratif Provinsi Papua sebagai sub-sub
sistem  pendidikan  nasional  dilaksanakan  dengan
menonjolkan kekhususan sebapaimana diamanatkan oleh

Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2001 tentang Otonomi
Khusus bagi Provinsi Papua ;

c. Bahwa Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang sistem
Pendidiknn Nasional menegaskan bahwa pemerintah dan
pemerintah  daerah  berhak mengarahkan, membimbing,

membantu  dan  mengawasi  penyclenggaraan  pendidikan
sesuai dengan perundang-undangan yvang berlaku ;

d. Bahwa pembinaan, pengembangan dan penvelenggaraan
pendidikan yang bermutu adalah merupakan tanggung jawab
keluarga, pemerintah dan masyarakat untuk menghasilkan
sumber daya manusia vang berkualitas ;

€. Bahwa untuk pelayanan pendidikan dan hasilnya belum
efektil dan belum menunjukan angks yang signifikan,
mengakibatkan Kabupaten Asmat tertinggal dan kurang
bersaing dengan daerah lainnya secara regional Papua
maupun dengan daerah lninnya di Indonesia :

. Bahwa untuk menciptakan keunggulan komperatil sumber
daya manusin di Kabupaten Asmat dan mengejar
ketertinggalan pembangunan dalam berbagai aspek, sangat
diperlukan sumber daya manusia yang berdaya saing dengan

melalul  pendidikan  yang bermutu  sehingga  perlu
melaksanakan yang bernilai unggul Asmat ;

#. Bahwa untuk menunjung pelaksanasn proses belajar
mengajar pada Sckolah Dasar di Kabupaten Asmat perlu
adanyn ljin Operasional sekolah |

h. Bahwa antuk ..../2
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h. Bahwa untuk maksud tersebut huruf a, huruf b, hurufl ¢,
huruf d, huruf & hurmf f, dan huruf g perlu ditetapkan
dengan Sural Keputusan Kepala Dinas Pendidikan Rabupaten

Asmat.

Mengingat + 1. Undang Undang Nomor 12 Tahun 1968 tentang Pembentukan
Provinsi Otonom Irian  Barat dan Kabupaten-kabupaten
Otonom di Provinsi Irian Barat (Lembaran Negara Tahun 1969
Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Nomor 2097) ;

2. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2001 tentang Otonomi
Khusus Provinsi Papua (Lembaran Negara Nomor 135,
Tambahan Lembaran Negara Nomor 4151} ;

3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1969 tentang Pembentukan
Kabupaten Sarmi, Kabupaten Keerom, Kabupaten Sorong
Selatan, Knbupaten Raja Ampat, Kabupaten Pengunungan
Bintang, Kabupaten Yahukimo, Kabupaten Tolikara,
Kabupaten Waropen, Kabupaten Kaimana, Kabupaten Boven
Digoel, Kabupaten Mappi, Kabupaten Asmat, Kabupaten
Bintuni, dan Kabupaten Wondama di Propinsi Papua
[Lembaran Negara Tahun 2002 Nomor 129, Tambahan
Lembaran Negara Nomor 4245) ;

4. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem
Pendidikan Nasional [Lembaran Negara Tahun 2003 Nomor
78, Tambahan Negara Nomor 4310) ;

5. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2004 tentang Pembentukan

Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Tahun
2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4289) ;

6. Undang-Undang Nomeor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah
Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan
Lembaran Negara Nomor 4437), secbagaimana telah diubah
dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2005 (Lembaran
Negara Tahun 2005 Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara
Nomor 4548), dan perubahan kedua dengan Undang-Undang
Noemor 12 Tahun 2008 [Lembaran Negara Tahun 2008 Nomor
50 Tambahan Lembaran Negara Nomor 4844) ;

7. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan
Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah
{Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan

Lembaran Negara Nomor 4438) ;

8. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 Tentang Guru dan
Dosen (Lembaran Negara Tahun 2005 Nomor 157, Tambahan
Lembaran Negorn Nomor 4586) ;

9., Pergturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1990 Tentang
Pendidikan Pra Sekolah (Lembaran Negara Tahun 1990 Nomaor
A5 Tambahan Lembaran Negara Nomor 341 1) ;

10, Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 1990 Tentang
Pendidikan Dasar (Lembaran Negara Tohun 1990 Nomor Jb,
Tambahan Lembaran Negara Nomor 34 132) |
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11. Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 1990 Tentang
Pendidikan Menengah (Lembaran Negara Tahun 1990 Nomor
37, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3413) ;

12, Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 1992 Tentang Tenaga
Pendidikann (Lembaran Negara Tahun 1992 Nomor 68,
Tambahan Lembaran Negara Nomor 3484) ;

13. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 1992 Tentang Peran
Serta Masyarakat dalam Pendidikan Nasional (Lembaran
Negara Tahun 1992 Nomor 69, Tambahan Lembaran Negara
Nomor 3485) ;

14. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 Tentang Standar
Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Tahun 2005 Nomor
41, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4496) |

15. Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2008 Tentang Guru
(Lembaran Negara Tahun 2008 Nomor 194, Tambahan
Lembaran Negara Nomor 4941) ;

16. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 Tentang
Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah,
Pemerintah  Daerah, Provinsi dan Pemerintah Daerah
kabupaten/Kota (Lembaran Negara Tahun 2007 Nomor 82,
Tambahan Lembaran Negara Nomor 4737).

MEMUTUSHAN

Menetapkan

KESATU : fjin Operasional Sekolah Dasar (SD) Negeri Mbait dengan
penanggung jawab pengelolaan pada Dinas Pendidikan
Kabupaten Asmat.

KEDUA : Operasional Sekolah Dasar (SD) Negeri Mbait dalam DIKTUM

KESATU mempunyni tugas sebagai berikut :

1. Melaksannkan fugas pembinasn, pendidikan dan
pengajaran  formal  melalui  program dan kegiatan
pendidikan dasar sesuai standar pendidikan nasional ;

2. Berkoordinasi dengan instansi dan lembaga terkait
lainnya baik di tingkat Kabupaten, Provinsi maupun
Pusat dalam menyelenggarakan kegiatan pembinaan,
pendidikan dan pengajaran pada Sekolah Dasar (SD)
Negeri Mbait ;

3. Membuka secarn resmi kegiatan pendidikan dan
pengajaran pada Sekolah Dasar (SD) Negeri Mbait dimulai
pada tahun ajaran 2006 ,;

#. Melaporkan hasil .... /4
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4. Melaporkan hasil pelaksanaan kegiatan kepada Bupati
Asmat melalul Dinas Pendidikan Knbupaten Asmat,

KETIGA Hal-hal yang belum dintur dalam lampiran keputusan ind
akan dintur lebih lanjut dalam keputusan tersendiri.

KEEMPAT - ljin - Operasional  sebagaimana  dimaksud pada  DIKTUM
KESATU terhitung mulai Tanggal 01 Juli 2006

KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Balinan Krputusan ini disampaikan kepada Yth. :
Diepartemen Pendidikan Nasional di Jakarta :
Dinas Pendidikan Provinsi Papua di Jayapura ;
Krtus DPRD Kabupaten Asmat di Agats ;

Ketus Komusi C DPRD Kabupaten Aamat di Agats |
Kepals BP4D Kabupaten Asmat di Agats ;
Inspektur Inspekiorst Kabupaten Asmat di Agats
Pertinggal.
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